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ABSTRAK 

Tesis yang berjudul Kewenangan Penyidik dalam Memanggil dan 

Memeriksa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Diduga Melakukan Tindak 

Pidana ini difokuskan pada permasalahan sebagai berikut : pemanggilan dan 

pemeriksaan oleh penyidik kepolisian terhadap anggota DPR yang diduga 

melakukan tindak pidana harus seijin Presiden dan pemanggilan dan pemeriksaan 

oleh penyidik kepolisian terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak 

pidana harus seijin Presiden bertentangan dengan asas equality before the law. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi perlunya ijin Presiden 

terkait dengan pemanggilan dan pemeriksaan anggota DPR yang diduga 

melakukan tindak pidana; mengkaji, menganalisis kesesuaian antara perlunya ijin 

Presiden terkait pemanggilan dan pemeriksaan oleh penyidik kepolisian terhadap 

anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan asas equality 

before the law. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang 

menggunakan pendekatan filsafat hukum dan pendekatan perbandingan hukum, 

serta mengkaji dari perspektif teori negara hukum, teori perijinan dan teori 

kepastian hukum. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Proses penyidikan 

terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus seijin Presiden 

berdasarkan Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hak khusus yang dijamin undang-

undang untuk menjaga harkat dan martabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

agar tidak diperlakukan sembrono dan sewenang- wenang ketika dilakukan proses 

penyidikan. Proses pemanggilan dan pemeriksaan yang cukup panjang oleh 

penyidik kepolisian akan memengaruhi hasil dari penyidikan tersebut. Izin 

Presiden akan mengganggu dan menghambat kinerja penyidik kepolisian untuk 

melakukan proses penegakan hukum. 2) Terhambatnya proses penyidikan dalam 

penegakan hukum tidak sesuai dengan prinsip due process of law, bahwa negara 

hukum menjunjung tinggi supremasi hukum. Proses peradilan seharusnya sesuai 

dengan asas bersifat cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Izin Presiden untuk 

melakukan penyidikan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat bertentangan 

dengan asas equality before the law dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip 

negara hukum yang menjunjung tinggi persamaan, perlakuan, kepastian dan 

keadilan.  

Kata Kunci :  Penyidik Kepolisian, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Tindak 

Pidana. 
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ABSTRACT 

The thesis titled authority of the investigator to call and check member of 

parliement suspected committing a crime focused to issues as follows : calling and 

investigation by police investigators againts member of parliement suspected 

committing a crime need permission from the President and calling and 

investigation by police investigator againts member of parliement suspected 

committing offenses must be permission from the President contrary to the 

principle of equality before the law. This study aims to determine to permit the 

President’s argument relating to the calling ang investigation member of 

parliement suspected committing a crime; assess and analyze the fit between the 

need to permit the President linket to call and investigation by police investigators 

to member of parliement suspected of commiting offenses be based to the 

principle of equality before the law. This reseacrh is a normative legal research 

approach legal philosophy and approach to comparative law, assess from the 

perpective of state theory of law, licencing theory and the theory of legal 

certainty. The result of that conclusion: (1) interrogation member of parliement 

suspected committing a crime need permission from the President by Undang-

Undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah. Privelege guaranteed by based on law to maintain value and dignity 

member of parliemen not to be treated reckless and arbitrary when do the 

investigation process. Process to call and investigation long enough by police 

investigators will affect result of the investigation. President’s approval would 

interfere and performance hamper of police investigators to make the process of 

law enforcement. 2) process investigation hampered in law enforcement not 

accordance with due process of law, the state law uphold the rule of law. the 

judicial process should accordance with principle is fast, simple and cost-

lightweight. President approval to conduct investigation to member of parliement 

be opposite principle of equality before the law and not accordance by the rule of 

law which is uphold equation, treatment, certainty and justice. 

Keyword : Police Investigators, Investigation, Member of Parliement, Criminal 

Act. 
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